Contempt of Court
pada Peradilan Administrasi

Enny Nurbaningsih

Kedudukan tergugat (pejabat TUN) yang lebib kuat dibanding dengan penggugat
menyebabkan Pevadilan Administrasi lebih mudah terkena Contempt. Meski
secara jelas bukum Positif yang berlaku belum mengenal lembaga Contempt

namun KUHP seving dipakai sarana untuk menjeranya. Tulisan ini akan
melibat sebab dan faktor pendukung apa saja yang mendorong timbulrya

Contempt ex Facie; ketidakpatuban

n perintah pengadilan

yang sering termuat dalam Peradilan Administrasi.

Pengantar

Salah satu sisi yang sangat mempri-
hatinkan dalam menyoroti dunia hukum kita
adalah kemerosotan wibawa peradilan dan
meningkatnya pelecehan hukum. Kondisi
semacam ini tidaklah menguntungkan
karena akan melemahkan arti negara Indo-
nesla sebagal sebuah negara hukum serta
upaya menegakkan asas peradilan bebas
sebagal penopangnya. Salah satu indikasl
yang menunjukkan kondisi itu adalah se-
makin maraknya contempt of courl dalam
penyelenggaraan peradilan. Contempt of

court yang dimaksud adalah™:

Satiap perbuatan yang dapat dianggap
mempermalukan, menghalangi atau
merintangi tugas peradilan dari badan-
badan pengadilan, ataupun segala tin-
dakan yang dapat mengurangi kewiba-
waannya atau martabatnya. Perbuatan
ini dilakukan olgh seseorang yang de-
ngan sengaja menentang atau melang-
gar kewibawaannya atau menggagalkan
tugas peradilan atau dilakukan ofeh
seseorang yang menjadi pihak dalam
perkara yang diadilt yang dengan se-

"Diterjomahkan dari Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, ST Paul

Minn, West Publishing Co, 1991, him. 221.
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ngaja tidak mematuhi perintah peng-

adilan yang sah.

Hukum positif di negara kita secara
spesifik beium mengenal lembagacentempt
of court, yang berasal dari sistemcommon
law. Jika ditelaah belum diketemukan dalam
kitab undang-undang kita suatu tite! tertentu
yang memuat tentang delik-delik yang
dikualifikasikan contermnpt of court. Kalaupun
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) diatur tentang beberapea perbuatan
yang dapat dikategorikan sebagaicontempt
of court akan tetap! sifatnya masih sporadis.

Apabila mengacu pada UU Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ke-
simpulan sementara yang dapat ditarik bah-
wa pengaturan terhadap contempt of court
merupakan fus constituendum, sebagaima-
na dapat dilihat dari bunyi penjelasan umum
butir 4 UU Nomor 14 tahun 1985:

“Selanjutnya untuk dapat ieblh menjamin
terciptanya suasana yang sebaik-baik-
nya bagi penyelenggaraan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, maka perlu pula
dibuat suaetu Undang-Undang yang me-
ngatur perouatan, tingkah laku, sikap
dan/atay ucapan yang dapat merendah-
kan dan merongrong kewibawaan, mar-
tabat dan kehormatan badan peradiian
yang dikenal sebagai contempt of cowrt”.

UU yang dimaksud sampai sckarang
balum pernah muncul. Namun demikian bu-
kan berarti terhadap perbuatan yang terbukti
contempt dapat terlepas dari jerat hukum
dengan dalih UU belum mengatumya. Sam-

pal saat ini yang dijadikan pegangan hulkum
untuk menjerat tindakan contempt adalah
KUHP.

Tindakan yang dapat dikategotikan da-
lam rumusan contempt of court dalam per-
kembangannya telah meluas tidak saja yang
terjadi secara langsung dalam ruang sidang
pengadilan (contempt In faxie) ketika
sedang berlangsung proses peradilan, akan
totap! dapat juga terjadi di luar ruang sidang
(contempt ex facle).® Tindakan yang demi-
Kkian ini dapat saja terjadi pada setiap jenis
peradilan, balk yang ditakukan oleh para
pihak, pengunjung sidang, pers atau bahkan
penegak hukumnya itu sendiri,

Fenomena yang sering muncul berke-
naan dengan contempt pada Peradilan Ad-
ministrasi adalah contempt ex facie yang
berupa ketidakpatuhan dalam melaksana-
kan perintah pengadilan (discbeying a court
order). Pihak yang tidak patuh adalah ter-
gugat yang notabene adalah badan atau
pejabat tata usaha negara (TUN).

Walaupun kedudukan para pihak sama
di muka hukum (equalfly before the law),
akan tetapi secara materiil tergugat memiliki
kedudukan yang potensial lebih kuat di-
bandingkan dangan pihak penggugat (rak-
yat). Oleh sebab itu sikap arcgansi sering
kali dikedepankan oleh tergugat dalam
sengketa administrasi. Kondisi ini bertolak
bslakang dengan ciri suatu negara hukum
menurut pandangan SjachranBasah™ bah-
wa kewenangan dan penyelenggaraan
pemerintahan oleh psejabat TUN haruslah
berdasarkan hukum dan terikat padanya.
Apabila hal inf diterapkan akan membawa

9Andl Hamzah dan Bambang Waluyo, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan
(Contempt of Court), Sinar Grafika, Jakarta, 1888, him. 13. Lihat Juga MuladiConternpt of
Court Ditinfau Darl Sudut Hukum Pidana Materill, Mekeleh Dalam Seminar, Penyajian Dolik-
delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modemisasi, BPHN, Departemen Kehakiman,

Jakarta, 14-16 Juni 1880, him. 3.

#Sjachran Basah, Tiga Tulfsan Tentang Hukum, Armico, Bandung, 1988, him. 38.

64

JURNAL HUKUM



Contemnpt of Court pada Peradilan Administras

pada keadaan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa.

Melalul Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) hakim berwenang melakukan kon-
trol yuridis mengenai sah tidaknya kepu-
tusan TUN yang disengketakan. Putusan
PTUN yang telah ditetapkan merupakan
hukum yang mengikat para pihak. Adanya
ketidakpatithan tergugat terhadap putusan
PTUN berarti meremehkan keberadaan
PTUN sebagai sarana hulum yang ber-
fungsi menjaga kesinambungan antara ke-
pentingan Pejabat TUN di satu pihak dengan
kepentingan masyarakat di pihak lain, Su-
dah barang tentu dengan munculnya pu-
tusan-putusan PTUN yang tidak dilaksana-
kan, dapat menimbulkan pandangan negatif
dalam masyarakat. Hal ini mengingat dam-
pak yang ditimbulkan barupa kerugian bagi
kepentingan pihak penggugat dan meng-
hambat jalannya peradilan.

Parsoalannya tindakan hukim yang
secara konkrit dapat dijatunkan terhadap
contempt tersebut hanya bersandar pada
rumusan Pasal 118 UU Nomer 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Per-
atun). Rumusan pasal itu menyebutkan
langkah-tangkah administratif yang dapat
ditempuh untuk memaksa pejabat TUN me-
laksanakan putusan FTUN, akan tetapi
jangkauan pasal itu hanya ditujukan pada
putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, tidak pada putusan sela.

Beberapa Bentuk Konstitutit Confermpt
of Cotirt

Pada umumnya awam memandang
contempt of courl, epablla tindakan yang
merendahkan wibawa dan martabat peng-

adilan berupa tindakan fisik. Contemnpt? of
courttideklah hanya demikian adanya, yaitu
yang tampak secara fisik dan terjadi dalam -
ruang sidang pengadilan, akan tetapi ca-
kupannya luas sampai di luar ruang sidang.
Kemungiinan contempt of court pada per-
adilan administrasi (mumi) dapat terjadi bafi
pada proses dismissal proceduro, pemerik-
saan Persiapan, maupun pada pameriksasan
acara biasa.

Sebagai acuan Oemar Seno Adji® me-
nyebutkan 5 bentuk kegiatan contempt of
court, yakni:

1. Suatu usaha untuk mempengaruhi
hasi! dari suaty pemaeriksaan
peradilan (sub fudice rul).

Tidak mematuhi perintah pengadilan
(discbeying a court order).
Membuat obstruksi peradilan (ob-
structing justice).

Skandal pengadilan.

Tidak berkelakuan baik dalam

s 0

Contempt of court dalam bentuk sub
fudice rufe, terutama dikaitkan dengan per-
nyataan tulisan dalam media massa {(pers}
yang dapat mempengaruhl hakim dalam
menjatuhkan putusan, terlebih lagi jika per-
nyataan itu telah memojokan salah satu pi-
hak. Merupakan perscalan hukum tersendini
terhadap pers yang dapat corr
ternpt karena sampai saat Inl di Indonesia
pers yang membuat laporan tentang persi-
dangan dan persidangan itu menyangkut
kepentingan etika moral serla masalah
keluarga belum memperoleh refleks! dalam
kehidupan sosial maupun kehidupan hukum.

“0emar Seno Adijl, Peradiian Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 18886, him. 128.
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Dalam kaitan ini tidak selayaknya ke~
bebasan pers ini disalahgunakan untuk me-
rintangi jalannya peradilan secara fajrdan
tidak memihak. Apabila permyataan itu di-
tuangkan dalam bentuk tulisan di media pers
maka ia akan menimbulkan keadaan yang
sensitif, karena hal itu akan mengenai dua
ketentuan pokok dalam hukum yang male-
takkan hubungan yang seimbang antara
peradilam yang bebas dan tidak memihak
dengan pelaksanaan pers yang bebas.®
Dengan kata lain menempatkan pada dua
posigi yaitu falr trial dan free press.

Lain halnya terhadap contempt dalam
bantuk ketidakpatuhan terhadap perintah
pengadilan. Apabila kita menengok pada
Criminal Code Canada dengan jelas diatur
dalam Pasal 116 Criminal Code bahwa tin-
dakan yang tidak mematuhi perintah pang-
adllan {aisobeying a court order) dapat di-
pidana. Dalam KUHP kita juga dicantumkan
pasal yang berkenaan dengan tindakan
yang tidak mematuhi perintah pengadilan,
misalnya tidak melaksanakan putusan
pengadilan, ketidakhadiran saksi. Artinya
apabila saksi yang telah dipanggil secara
patut tidak bersedia hadir atau apabila hadir
tidak bersedia memberikan keterangan pa-
dahal ia tidak termasuk saksi yang dikecuali-
kan maka parbuatan Ini lebih mudah dija-
tuhkan sanksi dibandingkan dengan bentuk
contempt yang dilakukan oleh pers,

Tindakan yang dilakukan secara fisik
untuk merendahian wibawa dan martabat
pengadilan merupakan obstruksi peng-
adilan. Termasuk dalam hal inj adalah par-
buatan yang mempunyal efek memutar-
balikkan atau mengacaukan fungsi yang
nommal dari suatu proses peradilan. Dj sam-
ping itu juga dapat berupa tindakan pe-
nyuapan terhadap saksi agar saksi membe-

rikan keterangan palsu serta mengancam
saksi agar tidak memberikan keterangan-
nya. Tindakan ini hampir mirip dengan skan-
dal pemadiian, yang cakupannya lebih luas
rmaalnya melakukan penyuapan terhadap

Dalmn materi muatan UU Nomor & Ta-
hun 1988 Tentang Peratun, tidak secara nya-
ta-nyata ada pasal-pasal yang menyebutkan
bentuk-bentuk comtempt of court, akan te-
tapi jika diamati ada bebsrapa pasal yang
materinya mengandung maksud comempt
yang terjadi pada peradilan administrasi mi-
salnya;

1. Pasal 89 yang berkaitan dengan
perbuatan atau ucapan yang meng-
ganggu pada waktu proses persi-
dangan dalam ruang sidang.

2. Pasal 72 ayat (1) yang berkaitan
dengan ketidakhadiran tergugat tan-
paalasan. _

3. Pasal 86 ayat (2) yang berkaitan
dengan ketidakhadiran saksi yang
telah dipanqggil dengan patut tanpa
alasan

4. Pasal116 ayat (2) dan (3) yang ber-
kaitan- dengan kefidakpatuhan dalam
melaksanakan putusan pengaditan.

Berbicara lebth lanjut contempt yang
terjadi pada peradilan administrasi tidak
dapat dilepaskan dari karakteristik para
pihak dan sengketa gugatan yang diajukan.

Contempt of Facle Terhadap Putusan Sela

Sengketa yang muneu! di peradilan ad-
ministrasi menempatkan posisi pihak ter-
guget adalah badan atau pejabat TUN yang
mengeluarkan keputiisan TUN berdasarkan
wewenang yang ada padanya. Tolok ukur
int merupakan salah satu bagian dari tolok

Slbid.
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ukur atribusi horizontal dari peradilanadmi-

nistrasi.” Hal ini yang dijadikan kriteria pem-
beda kewenangan mutlak peradilan admi-
nistrasi dengan peradilan-peradilan lainnya
dalam fingkungan peredilan.

Dengan demikian pokok permasalahan
yang selalu dijadikan sengketa administrasi
adalah mengenai sah tidaknya panggunaan
wewenang pejabat TUN dalam menerbitikan
keputusan TUN (KTUN). Walaupun KTUN
itu dijadikan pangkal sengketa akan tetapi
dalam hukum administrasi asas yang betla-
ku adalah setiap KTUN harus dianggap
benar, dan dapat dilaksanakan sampai ada
pembatalan melalul putusan hakim, Namun
demikian asas inf tideklah berlaku muilak,
karena ada kemungkinan untuk disimpangi
dalam hal-hal tertentu, manakal terjadi suatu
keadaan yang sangat mendesak Dalam hal
ini hakim mempertimbangkan kerugian yang
akan diderita penggugat, seimbang ataulah
tidak dibandingkan dengan manfaat bagi ke-
pentingan yang akan dilindungi oleh pelak-
sanaan KTUN itu. Sebagai contoh spesifik
adalah KTUN tentang pelaksanaan pem-
bongkaran bangunan.

Dengan demikian sebelum ada putusan
TUN yang berkekuatan hukum tetap, hakim
dapat saja mengabulkan permohonan peng-
gugat untuk membuat suatu penetapan pe-
ngiadilan yang berist penundaan pelaksanaan
KTUN yang disengketakan dalam bentuk
putusan sela. Jadi masa beriaku panundaan
pelaksanaan KTUN tersebut, sampaj ada
putusan hakim yang beriekuatan hukum
tetap yang menetapkan hubungan hukum

antara para pihak untuk selama-lamanya.”
Mengingat sifat yang sangat mendesak
dalam menstapkan putusan sela, Mahka-
mah Agung telah menerbitkan Suraet Edaran
(SEMA) Nomor 2 Tahun 1891 yang isinya
menegaskan mengenai cara penyampaian
putusan kepada para pihak yaitu harus se-
cepatnya. Dengan tujuan agar pihak tergugat
tidak melaksanakan terlebth dahulu KTUN
tersebut dengan alasan bslum menerima
salinan putusan.

Fenomena yang muncul justru putusan
PTUN diperhadapkan dengan sikap arogansi
kekuasaan, yakn! putusan itu tidak dipatuhi
(disobeying a court order). Bentuk contempt
inilah yang paling menonjo! sepanjang terja-
dinya sengketa-sengketa administrasi, Se-
bagai contoh, Walikota Jakarta Utara yang
tidak mematuhi putusan sela fentang pe-
nundaan pelaksanaan keputusan TUN pem-
bongkaran bangunan {Kasus Tanah Merah
Plumpang). Sama halnya dengan tindakan
Bupali Kepala Daerah Tingkat ! Gianyar
yang tetap melakukan pembongkeran ba-
ngunan milik Nyenya Lindawati, walaupun
telah ditetapian putusan sela untuk menun-
da pelaksanaan KTUN.® Tindakan Badan
Pertanahan Nasgional dan Pemda DKI Ja-
karta Yang tidak mematuhi putusan Mahka-
mah Agung ® Bupati Kepala Daerah Tingkat
1 Tabalong Kalimantan Selatan yang tidak
mematuhi putusan PTUN Banjarmasin.™
Cukup banyak contoh kasus yang menun-
jukkan bahwa pihak tergugat (pejabat TUN)
memany enggan dan tidak bersedia me-
matuht isi putusan PTUN, baik putusan yang

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradiisn Administrasi di Indonesia,

Alumni, Bandung, 1989, him. 56 dan 210.
nSjachran

Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingiamgan Peradiian Administras!

(Hapia), Rajawall Press, Jakarta, 1992, him. 59.
Sema Peratun, Tahun ll, 20 November 1994,
®Surat Kabar Harian Kompas, 2 November 1881,
1 jhat Forum Keadilan, Nomor 10 Tahun i, 1 September 18984,
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telah berkekuatan hukum tetap apalagi
putusan sela yang berupa panetapan penun-
daan pelaksanaan KTUN Hal yang demikian
ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan
arti kehadiran PTUN kerena masih banyak
pula dijumpal pejabat TUN yang dengan
penuh kesadaran mematuhi putusen PTUN.

Tindakan pejabat TUN yang tidak me-
matuhi perintah pengadilan ini secara
tradisional termasuk kategori clvil contemt?
yang dilakukan di luar ruang sldang peng-
adilan (contempt ox facie).

Merupakan persoalan hukum dalam
menghadapi tindakan tergugat yang tidak
mematuhi putusan sela ini. Hal ini mengingat
tidak diketemukan suatu ketentuan dalam
UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menunjuldan
adanya keharusan bagl tergugat untuk
melaksanakan putusan sela (penetapan
penundaan KTUN). Sementara
itu apabila berpegang pada Pasal 115 UU
Nomor 5 Tahun 1986 tidak diparoleh keje-
tasan karena ketentuan inj hanya ditujukan
pada putusan TUN yang telah berkekuatan
hukum tetap saja yang dapat dijalankan.

Dalam praktek adanya kelemahan pasal
ini yang dijadikan alasan pihak tergugat
urituk tidak melaksanakan putusan sela, ka-
rena dianggap belum metupakan keputusan
yang berkekuatan hukum tetap dan me-
ngikat para pihak. Putusan sela memang
bukan merupakan putusan akhir wataupun
diucapkan dalam sidang aken tetapi tidak
dibuat sebagai keputusan tersendiri. Hal Ind
bukan berarti yang belum berkekuatan
hukum tetap dapat tidak dipatuhi, Tindakan
tidak mematuhi putusan yang telah dite-

tapkan pengadilan TUN sama artinya de-
ngan merendahkan wibawa dan martabat
PTUN.

Sikap arogans! kekuasaen ini kiranya
tidak relevan dengan prinsip negara hukum,
serta upaya menegakkan hukum dan ke-
adilan melalui putusan-putusan hakim. Lebfh
fatal lagi, apabila putusan akhir justns meme-
nangkan pihak penggugat. Akan tetapi pu-
tusan sela yang telah dikeluarkan sebelum-
nya tidak dilaksanakan tergugat. Dengan
kata [ain tergugat telah melaksanakan kepu-
tusan TUN yang disengketakan (misal: pem-
bongkaran bangunan).

Secara tidak langsung tindakan con-
tempt pejabat TUN ini akan menimbulkan
rasa tidak percaya masyarakat (skeptis) ter-
hadap pengadilan TUN sebagai benteng ter-
akhir mencari keadilan dalam sengketa ad-
ministrasi. Berkenaan dengan hal ini kiranya
pandangan Sunaryati Hartono'? dapat di-
ikuti bahwa dalam kondisi samacam ini pa-
da akhimya masyarakat akan mencari ke-
selamatannya melalui cara-cara di Juar hu-
kum yang sudah tentu akan menuju pada
kekacauan.

Penerapan Sanks! Hukum

Mengutip yang dikemukakan
oleh Muladi,*® secara umum ada dua jenis
sanksi yang dapat diterapkan terhadap tin-
dakan confempt of coint. Apabila conternpt
of court inl termasuk kategoricriminal con-
termpt, maka sanks! yang dijatuhkan bersifat
punitive, yaitu berupa denda atau penjara
bagi pembuatnya. Berbeda halnya dengan

"Muladi, Loc.cit, manyebutkan civil contemnt berupa perbuatan tidak mematuhi perintah

pongadiltan.
WSunaryati

Hartone, Paranan Paradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pambsharuan

Hulum Nasional, Binacipla, Jakarta, 1975, him. 13.

*SiMuladi, Op.cit, him. 6.
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tindakan yang termasuk civil contemnpt,

sanksl yang dapat dijatuhkan bersitatcosr-
vive yang akan berienti epabila ketidakpatu-
han terhadap perintah pengadiian tersebut

direntikan.
Ketitakpatuhan terhadap perintah peng-
adilan {(disobeying a court order) yany dila-

kukan oleh tergugat secara konkrit adalah
tidak melaksanakan putusan PTUN, utama-
nya putusan sela. Dengan demikian tindakan
yang dapat diterapkan terhadap contempt
Ini bersitat coervive. Pelaksanaan tindakan
hukum ini sangat erat kaitannya dengan
sksekusi suatu putusan.

Sebagaimana diketahui putusan PTUN
tidak mempunyai daya paksa (dwang
middelen) untuk pelaksanaannya. Dengan
kata lain apakah putusan PTUN itu dilaksa-
nakan atau tidak, semata-mata bergantung
pada kehendak pejabat TUN itu sendiri urtuk
mematuhinya. Oleh sebab itu tindakan hu-
kum yang bersifat coervive terhadap benfuk
contempt ini sangat lernah. Berbeda dengan
peradilan umum yang mana keputusan ha-
kim dapat dimintakan pelaksanaan (ekse-
kusi). Apabila perlu eksekusi ini dapat dila-
kukan dengan meminta bantuan alat ke-
kuasaan negara, misal pollsi, jaksa dan se-
bagainya.

Dalarm materi muatan UU Nomor & Ta-
hun 1886 dapat diketemukan beberapa pasal
yang mengandung makna eksekusi yaitu
Pasal 115 s.d. 119. Terutama jika berpegang
pada rumusan Pasal 116 dapat dikatakan
pada hakekatnya ada 2 macam ekselusi®
Pertama, eksekusi otocmatis apabila tergu-
gat tidak melaksanakan kewajibannya se-
bagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87
ayat 8 hurul 1 UU Nomor § Tahun 1986

herdasarkan putusan pengadilan, maka

keputusan TUN yang dipersengketakan itu

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ke-

dua, eksekusi hierarkis yaitu apabila tergu-

gat tidak melaksanakan kewajiban sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 97 ayat @ hurnut
b dan ¢ UU Nomor 5 Tahun 1886 yang dican-
tumkan dalam putusan pengadilan, maka

ekselusi dapat ditempuh melalul pemak-

sagn berdasarkan jenjang instanst atasan

dan seterusnya sampai kepada Presiden.

Jika diamati ketentuan pasal-pasal ini
hanya ditujukan pada pelaksanaan putusan
PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap
(putusan akhir), bukan pada putusan sela.
Bagaimana halnya dengan penegakkan
putusan sela?. Sebagai upaya untuk mene-
galdan wibawa dan martabat PTUN, serta
menghapuskan pandangan bahwa putusan
sela dapat tidak dilaksanakan, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)
telah mangeluarkan Surat Edaran Nomor B
4711111891 Tentang Pelaisanaan Putusan
PTUN. Akan tetapi Surat Edaran ini tidak
memiliki keluatan pemaksa karena hanya
berupa himbauan agar aparat atau pejabat
TUN soyogyanya membantu kelancaran pro-
ses penyelesaian perkara gugatan dan meg-
iaksanakan putusan atau pengtapan peng-
adilan (putusan sela).

Bertalian dengan hal inilah Mahkamah
Agung segera mengeluarkan SEMA Nomor
2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1291, yang ma-
terinya bertujuan untuk melengkapi keku-
rangan yang muncul dari materi UU Nomor
5 Tahun 1986. Dalam butir Vi.4 SEMA itu
disebutkan bahwa apabila ada penstapan
penundaan pelaksanaan KTUN yang tidak
dipatuhi oleh tergugat maka ketentuan Pasal

“paulys Effendie Lotulung, Problematika PTUN, Makalah Dalam Penataran Hukum
Administrasi Negara, Fak. Hulaim Unair, Surabaya, 1895, him. 3.
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116 ayat (4),(5), dan (6) dapat dijadikan
pedoman, Dengan kata lain ketertuan pasal
pasal ini dapat diterapkan untuk menegal-
kan putusan sela. Dengan demikian sanksi
hukum yang bersifatcoarvive tethadap con-
tempt yang tidak mematuhi putusan sela
dapat ditempubh eksekusi melalui jenjang
instansi atasan sampai kapada Presiden.
Apabila Presiden tidak bersedia memenuhi
permintaan PTUN untuk memerintahkan
pojabat TUN yang bersangkutan melaksa-
nakan putusan PTUN, tidak ada lagi upaya
hukum lain yang dapat ditempuh.

Eksekusi hierarkis melalui jenjang ins-
tansi atasan int tidak hanya mengenai pe-
laksanaan putusan PTUN. Terhadap tin-
dakan lainnya yang dapat dikategorikan
contempt of court dapat juga diterapkan
eksekusi hierarkis ini, mi  salnya adanya
ketidakhadiran saksi (pejabat TUN) yang
telah dipanggi secara patust tanpa alasan.

Untuk menerapkan eksekusi hierarkis
ini diperlukan peran hakim akiif yang me-
minta atasan pihak tergugat memerintahkan
sakasi darf pihak tergugat hadir dan manang-
gapi gugatan, Apabila saksi tetap tidak ber-
sedia hadir tanpa alasen padahal ia bukan
merupakan saksi yang dikecualikan maka
hakim ketua sidang dapat memberi perintah
supaya saksi dibawa secara paksa oleh
polisi di persidangan. Apabila sakst hadir
tetapi memberikan keterangan palsu di
bawah sumpah jelas merupakancantempt
dalam kategori criminal contempt yang
dapat dijatuhi tindak pldane.

Penutup

Kedudukan terguget (pejabat TUN) yang
potensial lebih kuat dibandingkan dengan
penggugat, menyebabkan peradilan ad-
ministrasi lebih mudah terkena contempt.
Bentuk contempt yang pada umumnya ter-

jadi pada peraditan administrasi adalah
ketidakpatuhan terhadap perintah peng-
adilan, Tergugat cenderung tidak melalsa-
nakan putusan PTUN, utamanya putusan
sela. Tindakan tergugat ini tolah merendah-
kan wibawa dan martabat psngadilan TUN.
Hal yang demikian ini sama artinya dengan
menghambat tugas hakim PTUN dalam
menegakkan keadilan berdasarkan asas
peradilan bebas.

Solusi yang akomodatif adalah meng-
kaji ulang materi Pasal 115 UU Nomor
Tahun 1988 yang mengandung kelemahan
karena pengaturannya tidak menjangkau
putusan sela yang belum berkekuatan hu-
kum tetap. Jadi tidak sekedar menambal
sulam materi pasal yang bersangkutan.e
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